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Sebuah rumah yang ditempati keluasrga dibutuhkan
suatu alat untuk penerangan, salah satu alat yang dapat
menerangi adalah energi listrik. Energi listrik milik
pemerintah dikelola oleh Perusahaan Umum Listrik negara
{selanjutnya disingkat PLN). Dengan demikian antaras PLN
dengan pengguna energi listrik terdapsat suatu hubungan
hukum yang menimbulkan hak kewajiban. Selaku pelanggan
mempunyai kewajiban untuk membayar rekening listrik
dalam setiap bulannya, dan apabila terlambat dari tang-
gal yang ditentukan, maka instalasi listrik akan dilaku-
kan pemutusan sementarsz. Apabila délam jangka satu bulan
setelah dilakukan pemﬁtusan sementafa, pihak pelanggan
belum juga membayar rekening listrik, maka instalasi
listrik akan dibongkar. |

Ssseorang yang memiliki rumah dapat dihuni sen-
diri atsu disewakan kepadsa seorang lain. Apabila rumah
tersebut disewakan kepada pihak lain, berarti terdapat
hubungan sews menyewa antara pemilik rumah dengan pihak
penyewa. Hubungan sewa menyewa ini tertuang dalam keten-
tuan pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(selanjutnya disingkat KUH Perdatsa) yang menentukan
bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan yang mewa-
jibkan pihsk penyewa untuk memberikan kenikmatan dari
suatu barang kepada pihak penyewa selama suatu waktu

tertentu. Sedangkan kewajiban pihak penyewa menurut



pasal 1580 KUH Perdata sdalsh selain membayar uang sewa
juga untuk memakai barang yang disewa sebsagai seorang
bapak rumah yvang baik.

Memakai barang vang disews sebagsai seorang bapak
rumah yang bailk diartikan bahwa pihak penyewa diwajibkan
untuk memakai barang sewa seakan-skan barang dalam hsl
ini rumah sebagaimana miliknya sendiri, sehingga harus
melakukan perbaikan-perbaikan kecil terhadap rumah sewa
tersebut.

Apabila memperhatikan hal di atas tidak menying-
gung sama sekali mengenai kewajJiban pembayaran rekening
listrik ini, maksudnya spaksh masih menjadi kewajiban
pelanggan atau pihak penyewa. Hal ini perlu diketahui
mengingat terdapat suatu peristiwa di mana seseorang
yvang memiliki rumah menyewakan rumah tersebut kepads
pihak penyewa selama tiga tahun. Setelah masa sewa
berakhir ternyata datang tagihan dari pihak PLN bahwa
pihak pelanggan belum membayar rekening listrik selama
dua tahun dan akan melskukan pembongkaran instalasi
listrik, padsahal pelanggan dapat membuktikan kuitansi
pembayaran tiga bulan terakhir.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas yang
mendorong saya untuk membahas dalam suatu skripsi dengan
memberinya judul "TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBAYARAN
REKENING LISTRIK YANG TIMBUL DALAM SEWA MENYEWA", se-



dangkan permasalahan yang disajikan adalah sejauhmana
kewajiban pelanggan dalam membayar rekening listrik atas
keterlambatan pembayaran yang terjadi pada masa sewa dan
pihak pemilik telah dapat membuktikan tiga bulan ter-
akhir pembayaran rekening listrik ?

Permasalahan sebagaimans di atas dapat terjawab
dengan benar atau mendeksati kebenaran mengenail kewajiban
pelanggan membayar rekening listrik diperlukan suatu
penelitian. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk
mencari dan menemukan Jjawaban yang benar atau mendekati
kebenaran.

Jadwal waktu pelaksanaan penulisan skripsi saya
bagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama persiapan penyusunan diperlukan waktn
selama empat minggu;

- Tahap kedus pengumpulan datas penyusunan skripsi yang
memerlukan waktu empat minggu;

- Tahap ketiga pengolahan dan analisis data diperlukan
waktu empat minggu.

Metode penulisan skripsi ini pendekatan masalah
dilakokan secara yuridis normatif, maksudnya pembahas-
annya didasarkan stas peraturan perundang-undangan yang
ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Sumber data
berupsa data sekunderryang terdiri dari bahan hukum

primer yaitua bsahan hukum yang bersifat mengikat berupa



peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder
vang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa
literatur, pendapat para sarjana maupun bahan perkulia-
han. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan mala-
lui cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan
kemudian mengklasifikasikan keseluruhan data, sehingga
diperoleh data yang adas kaitan langsung dengan masalah
vang dibahas. Kemudian data diclah secara deduktif,
maksudnya pembahasannya diawali dengan mengkajinya dari
hal-hal vang bersifat umum, kemndian disimpulkan menjadi
khusus, sehinggs diperoleh jawaban atas permasalahan
vang dibahas. Selanjutnys dianalisis secara kualitatif,
maksudnya menganalisis data didasarkan atas pemikiran
vang logils, runtut dan runtun dengan menelaah sistemati-
ka peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data
vang bersifat deskriptif analistis.

Pokok hasil penelitian diperoleh suatu gambaran
bahwa dalam kaitannya dengan energi listrik yang diguna-
kan oleh pelanggan, vang terikat hubungan hukum adalah
antara pelanggan dengan PLN. Ikatan tersebut hanya ber-
laku terhadap pihak-pihak saja tidak termasuk pihak
pelanggan yang lain. Sehingga pihak pelanggan apabila
tidak membayar rekening listrik, maka pihak PLN akan
melakukan penagihan kepada pelanggan, dan apabila pe-

langgan tidak bersedia membayar, maka akan dilakukan



pemutusan sementara dan apabila tetap tidak bersedia
membayar akan dilakukan pembongkaran instalasi listrik.
Dalam kaitan dengsn sewa menyewa atas rumah di
mana energi listrik mengalir pihak penyewa mempunyai
kewajiban untuk bertindak sebagai seorang bapak rumah
vang baik. Apabila dalam perjanjian sewa tidak ditentu-
kan lain, berarti yang membayar rekening listrik adalah
penyewa selaku penerima kuasa dari pihak pemilik rumah
atau vang menyewakan. Sebagai pihak yang didasarkan per-
janjian sewa menyvewa mempunyai kewajiban membayar reke-
ning listrik, apabila dslam pelakssnaannys pihak penyewa
tidak membayar rekening listrik dan merugikan pihak yang
menyewakan, maka pihak vang menvewakan mempunyai hsak
untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian atas dasar
penyewa melakukan wanprestasi sebagaimans pasal 1243 KUH
Perdata yang berupa penggantian biaya, rugi dan bungsa.
Terhadap keterlambatan pembayaran rekening lis-
trik ini, pihak pemilik atau pelanggan telah dapat mem-
buktikan tanda bukti pembayaran selama tigs bulan ter-
akhir, sehingga seharusnya membebaskan pelanggan dari
kewajiban pembayaran rekening pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa harus
bertindak sebagai seorang bapak rumah yvang baik, apabila

tidak ditentuksn lain, maka dalam perjanjian sewa menye-



wa, pihak penyewa diwajibkan untuk membaysar rekening
listrik,

Meskipun dalam kaitannya dengan pembayaran reke-
ning listrik kepada pihak PLN tetap menjadi kewajiban
pihak pemilik rwmah atau pelanggan, biarpun rumah telah
disewakan kepada pihak lain.

Dalam pembayaran rekening listrik, spabila pihak
pelanggan dapat membuktikan kuitansi pembayaran selama
tiga bulan terakhir, akan menghapuskan dari kewajiban
membayar rekening listrik pada bulan sebelumnya.

Meskipun keterlambatan pembayaran rekening lis-
trik ditimbulkan oleh pihak penyewa, namun karenz pihak
pelanggan tidak menderita kerugian, maka pihak penyewa
tidak dapat digugstan penggantian kerugian atas dasar
wanprestasi sebagaimsna pasal 1243 EKUH Perdata.

Seyogyanya dalam pelaksanaan sewa menyewa, selain
dibuat secara tegas mengenai hak-hak dan kewajiban pihsk
penyewa, pihak vang menyewakan tetap memperhatikan hal-

hal yang berkaiatan dengan pelaksanaan sewa menyewa.





